
BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA 

 

A. Penyajian Data 

1. Gambaran Umum BPKAD Kabupaten Tanah Bumbu 

Badan Pengelolaan  Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 

berlokasi pada Kantor Bupati Lt. II Dharma Praja No. 1 Gunung Tinggi  

Batulicin. Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah, BPKAD Kabupaten Tanah Bumbu 

mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi 

penunjang urusan pemerintahan khususnya penunjang bidang keuangan. 

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut BPKAD Kabupaten Tanah 

Bumbu mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. Penyusunan kebijakan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Barang milik 

Daerah; 

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang 

milik daerah; 

c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan 

teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah; 

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan 

pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik 

daerah; 

e. Pelaksanaan administrasi Badan; dan 



f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur 

penunjang urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang 

keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

2. Visi dan Misi  

a. Visi 

Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan, 

akuntabel serta tertib penatausahaan barang milik daerah. 

b. Misi  

Terciptanya manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah yang 

efektif dan efesien serta tertatanya pengelolaan aset daerah sehingga 

tercapai data dan nilai aset daerah yang menyakinkan. 

3. Aplikasi E-Smart 

E-Smart ini merupakan bagian dari proyek perubahan dalam rangka Diklat 

PIM Tingkat III Program Pelaksanaan Teknis di Bidang Pembendaharaan 

dan Kas Daerah pada BPKAD Tanah Bumbu yang dibuat oleh Kepala 

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Yovi Satria Rahmatullah. 

E-Smart adalah sistem informasi monitoring Surat Perintah Membayar 

(SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online dari BPKAD 

Tanah Bumbu yang tujuannya untuk menciptakan alur proses transaksi 

keuangan yang cepat, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.  



Berikut ini adalah tampilan dalam aplikasi e-smart : 

Tabel 4.1 

Tampilan Aplikasi E-Smart 

 

Sumber: Website BPKAD Tanah Bumbu 

4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 

SP2D atau surat pencairan dana adalah surat yang dipergunakan untuk 

mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah Surat Perintah 

Membayar (SPM) diterima oleh pihak ketiga. SP2D adalah spesifik, 

artinya satu SP2D hanya dibuat untuk satu SPM saja. Dalam sistem SP2D 

online terdapat aplikasi monitoring SPM SP2D untuk mempermudah 

dalam pengawasan proses pencairan dana. 

 



Tabel 4.2 

Tampilan Monitoring SPM SP2D online 

Berikut tampilan monitoring SPM SP2D online : 

 

Sumber: Website BPKAD Tanah Bumbu 

5. Deskripsi Hasil Wawancara 

a. Identitas Responden 

Nama   : Hendra Wardani, S.E 

Jabatan   : Kepala Bidang Pembendaharaan 

Pendidikan Terakhir : Strata satu 

 Bapak Hendra Wardani adalah kepala bidang Pembendaharaan di kantor 

BPKAD Kabupaten Tahan Bumbu, beliau mengatakan sistem elektronifikasi 

transaksi PEMDA pertama kali disosialisasikan oleh Bank Indonesia Kalimantan 



Selatan  pada tahun 2017, tujuan utama Bank Indonesia dalam hal ini adalah agar 

terciptanya transaksi PEMDA yang efektif, efisien dan transparan. Dalam hal ini 

agar terwujudnya tujuan tersebut, Bank Indonesia bekerja sama dengan Bank 

Pemerintah Daerah yaitu Bank Kalsel. Setelah dilakukan sosialisasi kepada 

pemerintah daerah, Bank Kalsel menyediakan aplikasi e-smart yang akan 

digunakan oleh pemerintah daerah dalam transaksi elektronifikasi. 

Dalam transaksi elektronifikasi ini jenis transaksi yang digunakan adalah 

SP2D. SP2D atau surat pencairan dana adalah surat yang dipergunakan untuk 

mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah Surat Perintah Membayar 

(SPM) diterima oleh pihak ketiga. SP2D adalah spesifik, artinya satu SP2D hanya 

dibuat untuk satu SPM saja. 

SP2D dapat diterbitkan jika :  

1. Pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran DPA-SKPD dan 

SPD yang tersedia mencukupi. 

2. Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan perundangan. 

Berikut langkah-langkah yang harus dilalui dalam penerbitan SPM secara 

offline : 

1. Mengajukan berkas SPM oleh Bendahara Pengeluaran SKPD ( melalui 

Loket BPKAD 

2. Menerima dan memverifikasi berkas SPM dan kelengkapannya. 



3. Meregister SPM yang telah dinyatakan lengkap dan benar pada aplikasi 

monitoring keuangan daerah kemudian diteruskan ke Kasubid 

Perbendaharaan 

4. Mengecek SPM dan kelengkapannya apakah sudah sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, kemudian diteruskan ke Kabid Perbendaharaan. 

5. Memberikan paraf persetujuan verifikasi SPM, kemudian 

menyerahkannya ke Kasubid Pengelolaan Kas Daerah untuk ditentukan 

rekening kas daerahnya. 

6. Menentukan rekening kas daerah untuk pencairan SP2D SKPD (Satuan 

Kerja Perangkat Daerah), memberikan paraf dan menyerahkannya ke staf 

Perbendaharaan untuk dilakukan update status SPM. 

7. Menerima SPM dari Kasubid Pengelolaan kas daerah yang telah diparaf 

untuk dilakukan update status di aplikasi monitoring pengelolaan 

keuangan daerah menjadi siap di terbitkan SP2D dan berkas diserahkan 

kepada Kasubid Perbendaharaan. 

8. Menerbitkan SP2D SKPD, memberikan paraf kemudian diserahkan ke 

Kasubid Pengelolaan Kas Daerah untuk diparaf. 

9. Memberikan paraf pada lembar SP2D SKPD kemudian diserahkan untuk 

mendapat pengesahan kepada BUD/ Kuasa BUD. 

10. Memberikan pengesahan SP2D SKPD dan menyerahkannya kepada 

Kasubid Perbendaharaan. 

11. Menerima SP2D yang telah disahkan oleh BUD/Kuasa BUD kemudian 

diserahkan ke loket dan diarsipkan. 



12. Menerima SP2D lembar 1,2, 3 dan 4, mengupdate data pada aplikasi 

Monitoring keuangan daerah, dan menyerahkan SP2D lembar 1, 2, dan 4 

yang telah disahkan ke SKPD terkait. SP2D Lembar 3 diarsip setelah 

mendapat tanda terima dari SKPD 

13. Menerima SP2D lembar 1, 2, dan 4. 

Setelah diterapkannya SP2D online, maka ada beberapa perubahan dalam 

pelaksanaan SP2D tersebut. Berikut adalah langkah-langkah dalam 

pelaksanaan SP2D online : 

1. Mengajukan berkas SPM oleh Bendahara Pengeluaran SKPD melalui 

Loket BPKAD 

2. Menerima dan Meregister SPM yang telah dinyatakan lengkap dan benar 

pada aplikasi monitoring keuangan daerah kemudian diteruskan ke 

Kasubid Perbendaharaan verifikasi kesesuaian berkas dan dibuatkan tanda 

terima atau ceklist. 

3. Memverifikasi lembar pendukung dokumen SPM dan Memberikan paraf 

persetujuan dokumen SPM yang telah sesuai dengan ketentuan berlaku, 

kemudian menyerahkannya ke Kasubid Pengelolaan Kas Daerah untuk 

ditentukan rekening kas daerahnya. 

4. Menentukan rekening kas daerah untuk penerbitan SP2D SKPD, 

memberikan paraf dan menyerahkannya ke staf Perbendaharaan untuk 

dilakukan update status SPM Menandatangani dokumen SP2D. 

5. Menerima SPM dari Kasubid Pengelolaan kas daerah yang telah diparaf 

untuk dilakukan update status di aplikasi monitoring pengelolaan 



keuangan daerah menjadi siap di terbitkan SP2D dan berkas diserahkan 

kepada Kasubid Kas Daerah 

6. SP2D SKPD yang telah di terbitakan, memberikan paraf kemudian 

diserahkan ke Kabid Perbendaharaan untuk diparaf. 

7. SP2D SKPD yang telah di terbitakan, memberikan paraf kemudian 

diserahkan ke Kabid Perbendaharaan untuk diparaf. 

8. Memberikan paraf pada lembar SP2D SKPD kemudian diserahkan untuk 

mendapat pengesahan kepada BUD/ Kuasa BUD 

9. Memberikan pengesahan SP2D SKPD dan menyerahkannya kepada 

Kasubid Perbendaharaan untuk menerbitkan daftar penguji. 

10. Penerbitan Daftar Penguji, kemudian input data pada aplikasi SP2D online 

oleh staf yang di tunjuk sebagai MAKER untuk setujui, 

11. Setelah MAKER kemudian data di verifikasi oleh CHECKER yang telah 

sesuai dengan dokumen SP2D untuk disetujui. 

12. Setelah CHECKER, kemudian data verifikasi dan di setujui oleh 

APPROVAL. 

13. Menerima SP2D yang telah disahkan oleh BUD/Kuasa BUD kemudian 

diserahkan Kasubbid Perbendaharaan dan mengupdate data pada aplikasi 

Monitoring keuangan daerah. 

14. Menerima SP2D lembar 1,2, 3 dan 4, dan menyerahkan SP2D lembar 1, 2, 

dan 4 yang telah disahkan ke SKPD terkait. SP2D Lembar 3 diarsip 

setelah mendapat tanda terima dari SKPD. 

15. Menerima SP2D lembar 1, 2, dan 4. 



b. Identitas Responden 

Nama    : Hj. Rika Anita Susanti, S.E 

Jabatan   : Kasubid Pembendaharaan 

Pendidikan Terakhir : Strata satu 

 Ibu Rika Anita Susanti adalah Kepala Sub Bidang Pembendaharaan, beliau 

mengatakan dalam pelaksanaan transaksi elektronifikasi PEMDA ini, para 

pegawai daerah merasa sangat terbantu, karena dengan adanya aplikasi ini proses 

dari awal pengumpulan berkas sampai dengan pencairan dana hanya 

membutuhkan waktu sekitar 1 Jam maksimal, dibandingkan dengan menggunakan 

sistem offline yang memakan waktu sampai beberapa jam. Selain efesiensi waktu, 

transaksi elektronifikasi ini juga membantu dalam mengurangi penggunaan kertas 

karena berkas yang diproses diinput dalam aplikasi e-smart sehingga setelah 

dilakukan pengesahan pihak BPKAD tidak lagi memberikan SPM berupa kertas 

melainkan langsung dikirim ke pihak Bank Kalsel untuk dilakukan pencairan 

dana. 

Penerapan Sistem SP2D Online ini juga memberikan lebih banyak manfaat 

bagi pemda, antara lain data keuangan terintegrasi dengan perbankan, data 

rekonsiliasi bank menjadi  real time,  data BKU (Buku Kas Umum) Pemda tidak 

perlu diinput manual, efisiensi waktu pekerjaan, dan pencairan SP2D dapat 

dilakukan tepat waktu. Dengan sistem ini juga memungkinkan berkurangnya 

risiko pengembalian berkas SP2D akibat adanya kesalahan nomor rekening atau 

nama rekening. 



Selama ini pemerintah daerah menggunakan aplikasi Sistem Informasi 

Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) yang dikembangkan BPKP dan aplikasi 

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Kedua sistem tersebut 

cukup di integrasikan dengan sistem SP2D Online Bank Kalsek melalui aplikasi 

interface yang akan memberikan keuntungan proses pencairan SP2D lebih cepat, 

akurat dan valid tanpa harus melakukan dua kali input pada dua aplikasi sistem di 

atas.  

Transaksi secara manual juga dapat mengakibatkan beberapa berkas tercecer 

sehingga dapat menunda proses transaksi selanjutnya. Olehkarena itu para 

pegawai daerah merasa sangat terbantu dengan adanya aplikasi SP2D online ini. 

Pekerjaan bisa selesai dengan waktu yang lebih singkat dan sangat meminimalisir 

kesalahan pihak BPKAD ataupun dari pihak ke-3 dalam memproses berkas SP2D. 

c. Identitas Responden 

Nama   : Isnawati, S.E 

Jabatan   : Kasubid Pengelolaan Kas Daerah 

Pendidikan Terakhir : Strata satu 

 Ibu Isnawati adalah Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah, beliau 

mengatakan bahwa pada Sistem SP2D Online, proses pencairan SP2D langsung 

melalui aplikasi dan kontrol informasi keuangan pemda dengan menggunakan 

browser tanpa harus datang ke Cabang kantor Bank Kalsel. Informasi keuangan 

dapat di akses secara cepat dan akurat sehingga dapat menghemat waktu serta 

mengurangi resiko pembatalan berkas SP2D yang dikarenakan adanya kesalahan 



nomor rekening atau nama rekening tujuan. Pemerintah daerah dapat memantau 

kondisi keuangan kas daerah terkini melalui rekening koran, monitoring terhadap 

pengeluaran di Bank dari Kas Daerah Pemerintah Daerah serta mempermudah 

Kasda dan Bank Kalsel dalam melaksanakan rekonsiliasi pencairan SP2D. 

Selain keuntungan yang kami dapat di atas, pihak ke-3 juga dapat 

mengetahui status SPM yang akan diterbitkan melalui aplikasi e-smart yang dapat 

dibuka melalui website resmi BPKAD. Di dalam aplikasi tersebut pihak ke-3 

dapat melihat secara langsung apakah SPM yang mereka ajukan telah seselai 

diproses atau belum, sehingga setelah SPM berhasil diproses maka uang yang 

dikirim oleh Bank Kalsel kepada pihak ke-3 sudah masuk kerekening yang sudah 

ditentukan. Pihak ke-3 juga dapat mengawasi proses verifikasi pemberkasan pada 

aplikasi e-smart, apabila terjadi kesalahan dalam kelengkapan dokumen maka 

pihak ke-3 dapat langsung mengetahui kesalahan tersebut dan dapat memprbaiki 

kekurangan atau kesalahan dalam pemberkasan. 

B. Analisis Data  

1. Gambaran cara kerja sistem elektronifikasi pada transaksi PEMDA 

Kabupaten Tanah Bumbu. 

Elektronifikasi Transaksi PEMDA dalam hal ini dilaksanakan pada 

transaksi SP2D yang dulu berbasis offline sekarang berganti menjadi 

online. Pada sistem SP2D offline dan online terdapat perbedaan pada 

sistem pemeriksaaan dan pengecekan penerbitan SPM. Pada sistem 

SP2D online, SKPD (satuan kerja perakat daerah) dapat melihat 



perkembangan SPM melalui aplikasi e-smart, pihak SKPD dalam 

aplikasi tersebut dengan menggunakan username dan password yang 

sudah ditetapkan. Sehingga pihak SKPD tidak perlu lagi pergi ke Bank 

Kalsel untuk meminta pencairan dana secara langsung, dana langsung 

dikirim ke rekening yang sudah ditentukan tanpa harus melalui pihak 

ke-3.  

Dengan adanya aplikasi e-smart proses pencairan dana dapat 

berlangsung dengan cepat, sehingga tidak diperlukan lagi perjalanan 

dalam pengambilan dana yang telah dikeluarkan pihak BPKAD. Pihak 

ke-3 dapat langsung menggunakan dana tersebut setelah pihak Bank 

Kalsel mengirimkan melalui rekening daerah yang sudah ditentukan. 

Dengan sistem transaksi berbasi online ini, pihak BPKAD juga dapat 

mengawasi data keuangan terintegrasi dengan perbankan, data 

rekonsiliasi bank menjadi  real time,  data BKU (Buku Kas Umum) 

Pemda tidak perlu diinput manual, efisiensi waktu pekerjaan, dan 

pencairan SP2D dapat dilakukan tepat waktu. Pihak BPKAD juga 

dapat melihat penggunaan uang daerah pada masing-masing SKPD 

dengan menggunakan rekening koran yang dapat diakses melalui Bank 

Kalsel, sehingga transparansi keuangan dapat dirasakan oleh PEMDA, 

dengan rekening koran pihak BPKAD dapat mengawasi dana yang 

keluar melalui rekening pihak SKPD sehingga jika terjadi kejanggalan 

dalam hal pengelolaan keuangan dapat langsung ditindaklanjuti oleh 

pihak yang berwenang.  



Selain menggunakan rekening koran, BPKAD juga dibantu oleh 

aplikasi monitoring keuangan daerah. Aplikasi tersebut merupakan 

pendukung yang berfungsi sebagai alat untuk mengawasi transaksi 

keuangan daerah seperti realisasi belanja. Sehingga anggaran dana dan 

realisasi belanja setiap SKPD terpantau jelas setiap jamnya. 

 

2. Efektifitas elektronifikasi transaksi PEMDA dalam pelaksanaanya 

Sistem transaksi SP2D online ini sangat meminimalisir waktu 

pengerjaan penerbitan SPM dan meminimalisir kesalahan 

pemberkasan seperti tercecernya berkas. Kejadian di lapangan ini 

menunjukkan bahwa keinginan Bank Indonesia dalam mengubah 

sistem transaksi PEMDA dari basis offline menjadi online sudah 

sedikit-demi sedikit menunjukkan perkembangan yang baik dan 

positif. Dengan banyaknya berkas SP2D yang masuk ke kantor 

BPKAD maka proses penerbitan SPM juga akan semakin lambat. 

Olehkarena itu, dengan adanya sistem online ini akan sangat 

membantu pihak BPKAD dalam memangkas waktu pada setiap proses 

verifikasi pada satu berkas SP2D. Dengan dipangkasnya waktu 

tersebut, proses yang lain pun juga akan mengalami percepatan 

dikarenakan pada proses awal sudah dimulai dengan cepat. Kejadian 

ini mengakibatkan jika dalam satu hari hanya beberapa berkas saja yag 

dapat diverifikasi maka kuantitas berkas yang dapat diverifikasi akan 

bertambah menyesuaikan jumlah waktu yang tersisa.  



Sistem elektronifikasi ini sangat efisien, dikatakan efisien karena 

sesuai dengan teori mengenai efesiensi yang mana dapat dikatakan 

efisien apabila memuaskan sebagai pendorong mencapai tujuan. 

Dengan sistem ini, pihak BPKAD merasa sangat terbantu dalam 

pelaksanaan transaksi daerah, waktu yang dibutuhkan semakin cepat 

dan mengurangi penumpukan kertas. 

Melihat dari segi efektifitasnya, sistem elektronifikasi ini sudah 

memenuhi lima dari indikator efektifitas, yaitu: 

a. Pemahaman program 

Sistem ini sudah disosialisasikan dengan baik oleh Bank Indonesia 

dan Bank Kalsel sehingga para pegawai daerah mampu 

mengaplikasikan materi tersebut dengan baik sehingga tidak terjadi 

kesalahan dalam pekerjaan. 

b. Tepat Sasaran 

Program sistem elektronifikasi ini bertujuan untuk memajukan 

pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu apa yang sudah 

terjadi di lapangan memang sudah terbukti dapat memajukan 

pengelolaan keuangan dalam segi efektifitas dan transparansinya. 

Efektifitas karena bukan hanya badan pemrintahan yang merasa 

terbantu akan  tetapi individu dari pegawi pemerintah daerah juga 

merasa terbantu dengan adanya sistem elektronifikasi ini. 

Transparansi keuangan juga dapat dilihat melalui sistem yang 

sudah disediakan oleh pihak BPKAD. 



c. Tepat Waktu 

Waktu merupakan salah satu yang paling terlihat dari sistem 

elektronifikasi ini, sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi 

waktu yang dibutuhkan sangatlah berbeda. Sehingga membantu 

mempercepat proses transaksi. 

d. Tercapainya Tujuan 

Tujuan dari dilaksanakannya program ini adalah untuk memajukan 

pengelolaan sistem keuangan. Dalam hal ini sudah terlihat bahwa 

tujuan dilaksanakannya program ini sudah tercapai, dengan adanya 

monitoring SPM SP2D dan E-Smart. 

e. Perubahan Nyata 

Sistem elektronifikasi transaksi PEMDA ini memberikan 

perubahan nyata, dapat dilihat dari sistem yang dulunya dilakukan 

dengan cara manual berubah menjadi online, sehingga sekarang 

akses bisa lebih cepat dan lebih mudah.  

Dengan tercapainya lima indikator efektifitas tersebut, dapat dikatkan 

bahwa sistem transaksi elektronifikasi transaksi PEMDA ini sudah 

mencapai efektifitas. Sehingga rencana yang  telah  ditentukan  

dengan  hasil  nyata  yang  telah  diwujudkan sudah sesuai dengan apa 

yang diharapkan. 

3. Transaksi elektronifikasi di PEMDA Tanah Bumbu meningkatkan 

transparansi dalam pengelolaan sistem keuangan daerah. 



Bank Indonesia dan Bank Kalsel melakukan Pengembangan Aplikasi 

Sistem SP2D Online yang diharapkan dapat membantu pengelolaan 

Keuangan daerah Secara Efektif, Efisien serta transparan . Dengan 

menggunakan aplikasi e-smart dan monitoring SPM SP2D semua pihak 

akan diberi kebebasan untuk mengakses data SP2D yang masuk dan data 

SPM yang diterbitkan, sehingga masyarakat biasa juga bebas untuk 

mengetahui pengelolaan dana daerah sesuai batasan yang sudah 

ditentukan. Sesuai dengan tujuan Bank Indonesia dalam pelaksanaan 

sistem elektronifikasi transaksi PEMDA yaitu untuk mewujudkan 

efesiensi, efektifitas dan transparansi tata kelola keuangan pemerintah 

melalui infrastruktur yang aman dan handal. Fakta di lapangan 

menunjukkan bahwa dengan adanya sistem elektronifikasi ini pengelolaan 

keuangan daerah menjadi lebih transparan, selain masyrakat yang dapat 

mengawasi melalui website BPKAD, pemerintah daerah juga dapat 

memantau kondisi keuangan kas daerah terkini melalui rekening koran, 

monitoring terhadap pengeluaran di Bank Kalsel dari Kas Pemerintah 

Daerah serta mempermudah Kasda dan Bank Kalsel dalam melaksanakan 

rekonsiliasi pencairan SP2D. 

 

 

 

 

 



Tabel 4.3 

Laporan Realisasi Anggaran 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Website BPKAD Tanah Bumbu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.4 

Laporan Realisasi Anggaran 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Website BPKAD Tanah Bumbu 

Dari hasil laporan keuangan di atas, pendapatan asli daerah terjadi 

peningkatan dari tahun 2016 ke tahun 2017, di mana mengingat sistem 

transaksi elektronifikasi ini dimulai pada tahun 2017. Pada tahun 2016 

realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 116.237.906,95 dan pada 

tahun 2017 setelah dimulainya sistem elektronifikasi transaksi PEMDA 

pendapatan asli daerah menjadi Rp. 149.558.782.498,27 . 

 Bertambahnya pendapatan asli daerah disebabkan oleh beberapa 

faktor, sehingga PEMDA tidak menjamin jika kenaikan pendapatan asli 

daerah disebabkan oleh beralihnya sistem SP2D offline menjadi SP2D 

online. Akan tetapi, sistem SP2D online ini sangat berpengaruh kepada 

pengurangan penggunaan kertas, sehingga mengurangi penumpukan 

berkas dan memudahkan pihak PEMDA dalam pengelolaan arsip daerah. 



Selain keuntungan di atas, harapan Bank Indonesia sistem 

elektronifikasi ini juga dapat mengurangi kasus tindakan korupsi di 

Indonesia, untuk di Kabupaten Tanah Bumbu menjunjung tinggi 

transparansi dalam sistem keuangan atau dengan kata lain menindak tegas 

pelaku korupsi dalam PEMDA sehingga di Kabupaten Tanah Bumbu 

aman dalam masalah kasus korupsi. 

Sistem elektronifiaksi transaksi pemda yang terus berkembang 

diharapakan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan mengurangi 

Pengeluaran Dana Daerah, dikarenakan saat ini yang berjalan adalah 

sistem transaksi elektronifikasi SP2D Online maka manfaat yang PEMDA 

rasakan baru sebatas kemudahan dalam proses pelaksanaan penerbitan 

SPM dan transparansi dalam pengawasan dan pengecekan SPM serta 

kemudahan dalam pencairan dana. PEMDA Kabupaten Tanah Bumbu 

berharap akan ada sistem elektronifikasi transaksi yang lain yang dapat 

memberikan perubahan yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daaerah 

dan Pengeluaran Dana Daerah. 

 


